PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1994
TENTANG

SYARAT-SYARAT DAN PEDOMAN KERJASAMA KONTRAK

Menimbang :

Mengingat

BAGI HASIL MINYAK DAN GASBUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971), dipandang perlu untuk
menetapkan pengaturan mengenal Syarat-syarat dan pedoman kerjasama
kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan suatu Peraturan

Pemerintah;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara
Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1974 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3045);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN PEDOMAN KERJASAMA KONTRAK
BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara PERTAMINA
dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan
Eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian
hasil produksi;

Eksploras adalah usaha pertambangan yang dilakukan untuk

mengetahui dan menemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi
melalui studi-studi dan penyelidikan;

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk

menghasilkan minyak dan gas bumi dari cadangan yang ada;

Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada
PERTAMINA untuk melaksanakan usaha Eksploras dan
Eksploitasi minyak dan gas bumi;

Wilayah Kerja adalah Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang
ditetapkan sebagali Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Bagi Hasll;

6. Biaya...
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Biaya Operas adalah seluruh biaya yang dikeluarkan Kontraktor
untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasi pertambangan
minyak dan gas bumi terhitung mulai berlakunya Kontrak Bagi

Hasi| secara efektif;

Barang dan Peralatan adalah barang dan peralatan yang secara
langsung dipergunakan dalam usaha Eksploras dan Eksploitas

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTAMINA adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1971;

Kontraktor adalah perusahaan asing, perusahaan nasional dan atau
campuran antara perusahaan asing dan perusahaan nasiona yang
mempunyai  hubungan kerja dengan PERTAMINA berdasarkan
Kontrak Bagi Hasll;

Menteri adalah Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan

pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 2

PERTAMINA sebagal pemegang Kuasa pertambangan dapat

mengadakan kerjasama dengan pihak lain sebaga Kontraktor dalam

bentuk Kontrak Bagi Hasil berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 3...
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Pasal 3

Penetapan syarat-syarat Kontraktor dilakukan dengan berpedoman
antaralain pada hal-hal sebagai berikut :

a. Cadon Kontraktor memiliki dan menyampaikan laporan
keuangan, prestasi perusahaan, kemampuan teknis operasional,

dan penilaian kinerja perusahaan;

b. Calon Kontraktor sanggup membayar bonus produks dan bonus
lainnya kepada PERTAMINA;

c. Caon Kontraktor memiliki Kantor Perwakilan yang didirikan di

Indonesia

Penetapan lebih lanjut syarat-syarat dan tata cara pengajuan
permohonan Kontrak Bagi Hasil, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka Kontrak Bagi Hasil,

Kontraktor wajib berperan serta dalam menjamin kepentingan nasional

dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam

pengembangan daerah serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Kontrak Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai
berikut :

a

b.

Mangjemen di tangani PERTAMINA;

Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi dan keahlian;

c. Kontraktor...
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c. Kontraktor menanggung semuarisiko finansia;

d. Besarnya Bagi Hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak

dan atau gas bumi.

Pasal 6

terhadap Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah ini berlaku hukum Indonesia.

BAB Il
WILAYAH KERJA

Pasal 7

(1) Kepada setiap Kontraktor diberikan satu Wilayah Kerja.

(2) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya
secara bertahap atau seluruhnya kepada PERTAMINA sebagai
Pemegang Kuasa Pertambangan.

(3) Batas-batas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan (2) harus mendapat persetujuan dari Presiden atas usul Menteri.

Pasal 8
Tata cara dan syarat-syarat pemberian dan pengembalian Wilayah Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih

lanjut oleh Menteri.

BAB III...



